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ABSTRAK 

 

 

Melia Pagas, (15133042)Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum 

 Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Tugas Akhir. Program 

 Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

 Padang,2018. 

 

Pembimbing : Erly Mulyani SE,M.Si,AK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti akuntansi aset tetap Dinas Pekerjan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui akuntansi aset tetap pada Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat. 

 

Jenis Penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian deskriptif. Proses 

tahapan penelitian ini adalah menetapkan judul, menetapkan masalah-masalah 

yang akan diteliti, mengumpulkan data-data, wawancara dan penyusunan laporan. 

Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tetap padaDinas Pekerjaan 

dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.Jenis data menggunakan data primer 

dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa akuntansi aset tetap pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah 

terlaksana dengan baik. 

 

Kata kunci: Akuntansi Aset Tetap,Sumatera Barat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dalam sektor perekonomian teknologi yang semakin maju 

mempengaruhi perkembangan pada setiap perusahaan, baik perusahaan 

swasta maupun perusahaan pemerintah. Masalah yang dihadapi 

perusahaan juga semakin rumit terutama dalam penyajian laporan 

keuangan. Di dalam mencapai tujuan perusahaan selalu menghadapi 

masalah baik itu dari dalam maupun dari luar perusahaan, untuk itu 

diperlukan adanya pengendalian intern yang dapat membantu 

memperlancar kegiatan dalam perusahaan dan memperkecil risiko 

terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam setiap aktivitas 

perusahaan. 

Sebuah instansi pemerintah mempunyai suatu kegiatan untuk 

mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan 

instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah 

dalam melaksanakan operasinya membutuhkan sumber-sumber dana yang 

mempunyai nilai ekonomis, diantaranya melakukan investasi terhadap aset 

tetap. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintahan 

tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintahan itu 

sendiri. Pengadaan suatu aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi 

pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya. 
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Pengelolaan aset tetap harus ditangani dengan baik dan harus 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah agar aset 

tersebut dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk melakukan 

pengembangan kemampuan keuangannya. Aset tetap jika tidak dikelola 

dengan baik, maka akan menjadi beban biaya karena sebagian dari aset 

membutuhkan biaya pemeliharaan dan juga penurunan nilai (depresiasi). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset tetap adalah 

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap 

meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, 

dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan. 

Aset tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga 

ketelitian dalam pengelolaan aset tetap sangat berpengaruh terhadap 

kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan. Untuk itu diperlukan 

adanya perlakuan akuntansi yang tepat agar dapat dipertanggungjawabkan 

dalam rangka mengelola segala aktivitas instansi. Akuntansi aset tetap 

telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 

(PSAP 07). Peraturan pemerintah ini mencakup tentang pengakuan, 

pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan 

peristiwa yang terjadi. 



3 
 

 
 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera 

Barat merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah yang 

mempunyai tugas pokok dalam urusan pemerintah daerah. Dinas PUPR 

Provinsi Sumatera Barat menerapkan basis akrual secara keseluruhan. Di 

dalam PP No 71 Tahun 2010 Lampiran I dijelaskan bahwa basis akrual 

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  

Berikut merupakan neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Sumatera Barat: 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI 

SUMATERA BARAT 

NERACA 2017 

Uraian 2017 (Rp) 

ASET  

ASET LANCAR 34.468.986.125,33 

Kas dan Setara Kas - 

Kas di Bendahara Penerimaan - 

Kas di Bendahara Pengeluaran - 

Kas di BLUD - 

Setara Kas  

Piutang Pendapatan - 

Piutang Pajak Daerah - 

Piutang Retribusi - 

Penyisihan Piutang - 

Penyisihan Piutang Pendapatan - 

Beban Dibayar Dimuka 62.040.858,33 

Persediaan 34.406.945.267,00 

Jumlah Aset Lancar 34.468.986.125,33 

ASET TETAP 2.817.425.130.026,23 

Tanah 400.308.985.400,00 

Peralatan dan Mesin 78.274.935.263,00 

Gedung dan Bangunan 219.839.791.991,00 
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Jalan,Irigasi dan Jaringan 3.142.697.522.912,65 

Aset Tetap Lainnya 1.097.214.668.618,97 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 258.492.093.001,95 

Akumulasi Penyusutan (2.379.402.867.161,34) 

Jumlah Aset Tetap 2.817.425.130.026,23 

ASET LAINNYA 6.913.886.143,40 

Aset Tidak Berwujud 13.566.840.657,00 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (7.285.167.413,60) 

Aset Lain-lain 632.212.900,00 

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - 

Jumlah Aset Lainnya 6.913.886.143,40 

JUMLAH ASET 2.858.808.002.294,96 

KEWAJIBAN  

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.327.767.435,00 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - 

Pendapatan Diterima Dimuka - 

Utang Belanja 1.327.767.435,00 

Utang Belanja Pegawai 1.324.375.635,00 

Utang Belanja Barang dan Jasa 3.391.800,00 

Utang Jangka Pendek Lainnya - 

Utang Jangka Pendek Lainnya - 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.327.767.435,00 

JUMLAH KEWAJIBAN 1.327.767.435,00 

EKUITAS  

EKUITAS 2.857.480.234.859,96 

Ekuitas 2.344.805.636.972,96 

Ekuitas 2.581.477.241.534,38 

Surplus/Defisit-LO (236.671.604.561,42) 

Ekuitas SAL - 

Perubahan SAL 1.025.349.195.774,00 

Surplus/Defisit – LRA (1.025.349.195.774,00) 

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan 512.674.597.887,00 

RK PPKD 512.674.597.887,00 

Ekuitas Dana Lancar - 

Surplus/Defisit  

Pendapatan yang ditangguhkan  

Cadangan Piutang  

Cadangan Persediaan - 

Dana Yang Harus Disediakan untuk 

Pembayaran Utang Jk Pendek 
- 

Ekuitas Dana Investasi - 

Diinvestasikan dalam Aset Tetap - 

Diinvestasikan dalam aset Lainnya - 

JUMLAH EKUITAS 2.857.480.234.859,96 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.858.808.002.294,96 
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Menurut SAP 09 menyatakan bahwa ”Apabila aset tetap yang 

dimiliki dan/atau dikuasai SKPD direnovasi/perbaikan dan memenuhi 

kriteria kapitalisasi aset tetap,maka renovasi/perbaikan tersebut umumnya 

dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.” 

Dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera 

Barat aset tetap berupa alat berat eskavator dalam melakukan perbaikan 

memiliki dampak pada nilai perolehannya. Sehingga apabila dilakukan 

perbaikan pada aset tetap berupa alat berat eskavator tersebut maka nilai 

perolehannya pada aset tetap tersebut mengalami perubahan dari nilai 

perolehan yang sebelumnya,yang sesuai dengan kebijakan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dan hal 

ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan keakuratan data 

penyajian sehingga data yang ada tidak valid. 

Oleh karena itu sangat diperlukan sistem akuntansi aset tetap yang 

memadai dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual agar dapat 

menyelesaikan masalah yang terjadi di Dinas PUPR Provinsi Sumatera 

Barat. Peraturan Perundang-undangan bertujuan agar setiap lembaga 

pemerintah mampu mengelola keuangan negara secara transparan dan 

bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintah negara. Sehingga keseriusan para aparat pemerintah sangat 

dituntut untuk pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan 

pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan keuangan pemerintah. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik mengamati tentang 

akuntansi aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Sumatera Barat dan akan membuat Tugas Akhir dengan judul 

“AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut, “Bagaimana Akuntansi Aset Tetap pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah untuk mengetahui Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya: 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah di dalam kegiatan 

operasional selanjutnya. 
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2. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah dan bahan pembanding 

bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian 

dengan tema yang sama dan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk menambah atau memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam 

bidang yang sesuai serta mengembangkan teori-teori yang telah 

diperoleh di bangku kuliah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, penulis 

menyimpulkan bahwa akuntansi aset tetap pada Dinas PUPR Provinsi 

Sumatera Barat secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. 

Penyusutan yang dilakukan membuktikan bahwa akuntansi aset tetap di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat 

sudah sepenuhnya menggunakan basis akrual. 

B. Saran 

Saran yang diberikan penulis untuk penerapan akuntansi aset tetap 

pada Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat. Penulis menyarankan agar 

akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan 

kebijakan akuntansi aset tetap. 
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